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Sebagai entitas utama dalam politik dunia, awal mula
keberadaan negara tidak dapat dilepaskan dari berlakunya perjanjian
Westphalia tahun 1648 yang merupakan permulaan dari terbentuknya
sistem negara-bangsa. Perjanjian Westphalia sendiri sebenarnya
merupakan kesepakatan penghentian perang antara koalisi negara-
negara Uni Evangelis dan Kekaisaran Romawi Suci yang bertikai
dalam pertempuran berdarah selama kurun waktu 30 tahun. Secara
umum Perjanjian Westphalia berisi dua poin utama. Pertama, masing-
masing pihak yang terlibat dalam pertempuran, tidak diperbolehkan
mewajibkan keyakinan agama tertentu terhadap masyarakat di
wilayah yang dikuasai oleh pihak lain. Kedua, keyakinan beragama
hanya boleh diwajibkan oleh penguasa terhadap masyarakat yang
tinggal di wilayah yang ia kuasai.
Keberadaan Perjanjian Westphalia berimplikasi pada pelemahan
posisi politis Kekaisaran Romawi Suci yang tidak lagi leluasa untuk
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melakukan ekspansi wilayah dengan motif penyebaran agama. Selain
itu berlakunya Perjanjian tersebut juga berdampak pada menguatnya
hak kontrol penguasa atas masyarakat di wilayah kekuasaannya dan
adanya keharusan untuk menghormati para penguasa lain yang juga
memiliki wilayah dan masyarakat yang mereka kuasai. Dengan
demikian, secara tidak langsung Perjanjian Westphalia memunculkan
apa yang kemudian kita kenal sebagai kedaulatan.
Secara umum, kedaulatan dapat dipahami sebagai kewenangan
untuk menguasai suatu wilayah berserta apa yang ada di dalamnya
tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Suatu negara dapat
disebut berdaulat jika memenuhi dua syarat utama. Pertama, adanya
penguasa yang mendapatkan kesediaan untuk dipimpin dari
masyarakat di wilayah kekuasaannya. Kedua, adanya pengakuan
dari penguasa-penguasa lain yang menguasai wilayah-wilayah di
luar kekuasaannya. Pada gilirannya “syarat kedaulatan” ini menjadi
salah satu ciri pokok dari sistem negara-bangsa Westphalian yang
kemudian menyebar ke seluruh dunia.
Secara historis proses penyebaran sistem negara-bangsa
Westphalian berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama atau
Tahap “Eropa” berlangsung selama satu abad sejak berlakunya
Perjanjian Westphalia. Selama kurun waktu tersebut negara-negara
Eropa saling melakukan penaklukkan satu sama lain guna
memperluas wilayah kekuasaan atau melepaskan diri dari belenggu
kuasa pihak lain. Tahap ini berujung pada semakin kuatnya negara-
negara seperti Perancis dan Inggris, melemahnya Kekaisaran Romawi
Suci yang berujung pada berdirinya banyak negara kepangeranan
di wilayah Jerman dan Italia, hingga lepasnya Belanda dan Portu-
gal dari kekuasaan Spanyol.
Sementara itu tahap kedua berlangsung pada pertengahan abad
ke-18 hingga akhir abad ke-19. Tahap ini banyak diwarnai oleh
peperangan negara-negara Eropa dalam memperebutkan wilayah
koloni di luar Eropa yang kemudian berakibat pada pelemahan in-
ternal negara-negara yang terlibat dalam peperangan. Hal ini pada
gilirannya berdampak pada terjadinya pemberontakan masyarakat
di wilayah koloni hingga berujung pada terbentuknya negara-
negara baru seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, serta negara-negara
di wilayah Amerika Selatan yang muncul serentak pada abad ke-19.
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Adapun tahap ketiga berlangsung pada sepanjang abad ke-20.
Berbeda dengan dua tahap sebelumnya, penyebaran sistem negara-
bangsa Westphalia pada tahap ini banyak diwarnai oleh upaya
pelepasan wilayah-wilayah koloni di Asia dan Afrika dari imperialisme
negara-negara Eropa. Konsekuensinya hingga pertengahan abad ke-
20 lebih dari 150 negara baru telah hadir dan menandai tersebarnya
sistem negara bangsa Westphalia ke seluruh belahan dunia.
Menguatnya posisi sentral negara semakin mendapatkan
legitimasi akademis seiring dengan berkembang pesatnya kajian
tentang eksistensi negara-negara, yang dimulai dengan kemunculan
dan dominasi perspektif realisme dalam disiplin ilmu hubungan
internasional yang sangat “negara-sentris”, hingga munculnya
revolusi behavioralis yang berujung pada kelahiran beberapa kajian
baru seperti analisa politik luar negeri maupun perbandingan politik
dan pemerintahan negara-negara. Keberadaan berbagai kajian yang
lahir dan berkembang pesat di AS maupun Eropa tersebut tentunya
tidak bisa dilepaskan dari kepentingan AS guna meluaskan pengaruh
ideologisnya dalam Perang Dingin.
Perang Dingin sendiri merupakan istilah yang banyak dipakai
oleh para politisi maupun akademisi dalam menggambarkan
perebutan kuasa hegemoni global antara AS dan Uni Soviet pasca
Perang Dunia II. Selama masa Perang Dingin hingga akhir abad
ke-20, keberadaan negara sebagai entitas politik utama semakin
mengakar kuat seiring dengan menjamurnya literatur akademis yang
mengkaji tentang bagaimana negara mempertahankan eksistensinya
dalam kondisi politik dunia yang anarki.
Menjelang abad ke-21, posisi sentral negara mulai goyah seiring
dengan mulai munculnya berbagai aktor non-negara yang
dipandang dapat turut serta memberikan pengaruh dalam politik
dunia. Momentum menguatnya peran aktor non-negara bermula
pada akhir Perang Dingin yang ditandai oleh runtuhnya Uni So-
viet pada Desember 1991. Sejak saat itu, perhatian negara-negara
tidak lagi berfokus pada bagaimana menyikapi persaingan politik
antara AS dan Uni Soviet. Lebih jauh dari itu, banyak negara mulai
hirau pada persoalan-persoalan yang sebelumnya terlupakan sejak
pertengahan dekade abad ke-20, seperti isu tentang hak asasi manusia
hingga ancaman pemanasan global. Dari sini kemudian mulai
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bermunculan aktor-aktor baru seperti organisasi internasional non
pemerintah yang gencar menyuarakan akan pentingnya perhatian
terhadap isu kemanusian, lingkungan, hingga kesetaraan gender.
Hal ini pada gilirannya turut berpengaruh pada berkembangnya
kajian-kajian akademis mengenai peran aktor non negara.
Seiring waktu, keberadaan aktor non negara menjadi semakin
diperhitungkan bersamaan dengan momentum peristiwa
pengeboman gedung World Trade Centre di AS pada 11 September 2001.
Peristiwa tersebut tidak hanya mengubah orientasi negara-negara
akan pentingnya memerangi terorisme, tetapi juga menempatkan
kelompok-kelompok non-negara sebagai aktor yang tidak bisa lagi
diabaikan begitu saja. Selain keberadaan aktor non negara, tantangan
lain yang harus dihadapi oleh negara pasca pergantian milenium
ialah semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.
Kesigapan negara dalam merespons cepatnya transformasi teknologi
dan peralihan informasi menjadi salah satu kunci untuk dapat
bertahan dari berbagai persoalan dan ketidakpastian masa depan
pada abad ke-21, baik dalam ranah internal maupun eksternal.
Berangkat dari paparan singkat di atas, buku ini hadir sebagai
salah satu dari sekian banyak usaha akademis yang bertujuan
menyajikan berbagai tulisan tentang upaya negara mempertahankan
eksistensinya di tengah dinamika sosial politik pada abad ke-21. Secara
keseluruhan buku ini terdiri dari 14 tulisan dosen-dosen FISIP UMM,
yang terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama terdiri dari empat
tulisan yang secara umum membahas mengenai kehadiran negara
dalam kehidupan politik sebagai respon atas berbagai tantangan in-
ternal. Tulisan pertama dari Saiman memaparkan bagaimana percepatan
pembangunan menjadi instrumen negara untuk mengatasi berbagai
persoalan di daerah tertinggal. Sedangkan Moch. Aan Sugiharto dalam
tulisan kedua menyoroti akar masalah dan solusi yang dapat
diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah transportasi
publik. Sedikit berbeda dari dua tulisan sebelumnya, Dyah Estu
Kurniawati dalam tulisan ketiga di buku ini menjelaskan proses
penerapan ide Open Government Partnership di Kabupaten Bojonegoro
sebagai upaya pembentukan tata kelola pemerintahan yang ideal.
Adapun tulisan keempat dari Awan Setia Dharmawan lebih melihat
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tentang pentingnya peran warga negara, khususnya generasi
milenial, dalam menyikapi persoalan lingkungan hidup.
Sementara itu bagian kedua terdiri dari lima tulisan yang
membahas tentang tantangan negara dalam praktik demokrasi.
Bagian ini dibuka oleh tulisan Asep Nurjaman yang memaparkan
pragmatisme partai politik dan konstituen di Malang Raya pasca Orde
Baru, yang diikuti oleh tulisan dari Ali Roziqin yang menggambarkan
perebutan suara masyarakat generasi milenial dalam pemilihan umum
tahun 2019. Adapun Achmad Apriyanto Romadhon, pada tulisan
ketiga di bagian ini menjelaskan tentang bagaimana kekerasan
menjadi salah satu strategi yang jamak dipakai pada pemilihan kepala
desa di Madura. Sedangkan tulisan keempat oleh Sugeng Winarno
membahas mengenai partisipasi generasi milenial dalam pemilihan
kepala daerah di Kota Malang tahun 2018. Bagian kedua ini ditutup
oleh tulisan dari Iradhat Taqwa Sihidi yang mengkaji tentang
volunterisme politik masyarakat generasi milenial di Indonesia.
Sedikit berbeda dengan dua bagian sebelumnya, bagian ketiga
pada buku ini menjelaskan tentang bagaimana negara merespons
lingkungan eksternal maupun internal, khususnya dalam kaitannya
dengan isu kedaulatan dan kemanusiaan. Bagian ini terdiri dari lima
tulisan. Dua tulisan awal dalam bagian ini sama-sama mengkaji
tentang isu kedaulatan di Asia Tenggara. Tulisan pertama dari
Najamuddin Khairur Rijal membahas tentang capaian kepentingan
nasional Indonesia dalam ASEAN Maritime Forum, yang dilanjutkan
oleh Dedik Fitra Suhermanto yang berfokus pada tinjauan konseptual
tentang kedaulatan dan intervensi kemanusiaan di Asia Tenggara.
Sedangkan Heavy Nala Estriani dalam tulisan ketiga pada bagian ini
berupaya membedah sengketa antara Israel dan Lebanon dalam
memperebutkan klaim wilayah maritim. Sementara itu, Hafid Adim
Pradana dalam tulisan keempat di bagian ini mengkaji tentang
respon negara dalam menyikapi isu kemanusiaan melalui pemaparan
upaya Kanada dalam menempatkan prinsip Human Security sebagai
bagian dari orientasi politik luar negerinya. Adapun, Demeiati Nur
Kusumaningrum pada tulisan penutup di buku ini berfokus
menjelaskan transformasi konflik pasca erupsi Gunung Merapi
melalui negosiasi relokasi kawasan rawan bencana.
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Berbagai tulisan dalam buku ini diharapkan tidak hanya sebatas
memberikan tambahan wawasan bagi pembaca umum, tetapi juga
menjadi stimulus bagi akademisi untuk melakukan riset lanjutan
tentang bagaimana negara merespons berbagai tantangan yang
muncul di masa depan, khususnya seiring dengan semakin cepatnya
transformasi teknologi dan persebaran arus informasi. Meskipun
demikian, sebagai insan yang masih jauh dari kesempurnaan, tulisan-
tulisan dalam buku ini tentunya tidak lepas dari segala kekurangan.
Hanya saja, berbagai gagasan yang tertuang dalam bentuk tulisan
akan lebih abadi jika dibandingkan dengan gagasan-gagasan yang
hanya tersimpan dalam memori pikiran. Atas dasar itulah buku ini




Untuk mengarungi rimba kehidupan, dibutuhkan seperangkat
norma dan aturan bersama. Ia mesti dipegang teguh oleh semua
individu dan berfungsi sebagai perekat dan pengaman. Sehingga
tidak terjadi chaos, atau pun kondisi ketakberaturan lain. Akibat
egoisme masing-masing individu untuk memenuhi hasrat dan
kepentingannya semata, dan mengesampingkan hajat dan kepentingan
bersama yang lebih luas. Lalu, untuk memastikan seperangkat
norma dan aturan dipatuhi, dibutuhkan organisasi kekuasaan yang
memiliki otoritas tertentu. Ia diberi wewenang untuk membentuk
aturan-aturan bersama. Dan, ketika aturan itu mandek atau pun
tidak dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu, maka
hukuman sejenisnya patut diberikan. Entah berupa kerja sosial,
denda, hingga penjara.
Organisasi kekuasaan dimaksud, dalam kehidupan modern
sekarang, kita temui eksistensinya dalam wujud negara. Ia memang
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kompleks, sekompleks perdebatan tak henti politisi soal masalah
krusial apa yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, yang muncul
musiman tiap datang hajatan Pemilu atau pun Pilkada. Tapi yang
jelas, beberapa hal akan saling bersinggungan, terkait distribusi
kekuasaan dan penggunaannya; wewenang dan legitimasi politik;
hingga kebijakan ekonomi, sosial dan politik menyangkut hajat
hidup orang banyak. Karena itu, kajian akademis tentang institusi
politik dan kekuasaan negara selalu berkembang dan menantang
dari waktu ke waktu.
Secara garis besar, buku ini menyajikan berbagai tulisan tentang
upaya negara mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika
sosial politik abad 21. Di dalamnya berisikan 14 tulisan dosen-dosen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Malang, yang terbagi menjadi tiga tema besar. Pertama, terkait
kehadiran negara dalam kehidupan politik sebagai respons atas
berbagai tantangan internal. Kedua, soal tantangan negara dalam
praktik demokrasi. Terakhir, menyangkut respons negara terhadap
lingkungan eksternal maupun internal, khususnya dalam isu
kedaulatan dan kemanusiaan. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat
bagi khalayak luas, khususnya bagi yang tertarik mendalami isu
negara, demokrasi, dinamika sosial politik abad 21.
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Tulisan ini membahas mengenai pencapaian kepentingan
nasional Indonesia melalui ASEAN Maritime Forum (AMF). AMF
sendiri merupakan forum dialog terkait isu-isu maritim yang
dibentuk oleh ASEAN. Pertama kali digelar di Surabaya pada 28-29
Juli 2010, pembentukan AMF merupakan inisiasi Indonesia. Saat
mengajukan konsep ASEAN Security Community/ASC (yang selanjutnya
menjadi ASEAN Political-Security Community/APSC) sebagai salah satu
pilar dari ASEAN Community pada 2003, salah satu usulan Indone-
sia adalah perlunya pembentukan AMF. Usulan itu disambut baik
oleh negara-negara ASEAN yang kemudian pembahasan terkait isu
maritim dan pembentukan AMF ini tercantum dalam blue print dari
APSC poin A.2.5.
Adapun pencapaian kepentingan nasional Indonesia yang
dimaksud terutama berkaitan dengan kepentingan terkait kedaulatan
dan integritas teritorial serta kepentingan ekonomi maritim dari segala
ancaman keamanan maritim. Holsti (1987) menggarisbawahi bahwa
kepentingan terkait kedaulatan dan integritas teritorial adalah hal
yang vital dan primer (core values) karena berkaitan dengan eksistensi
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objectives atau tujuan jangka menengah yang menyangkut kebutuhan
mengembangkan atau meningkatkan perekonomian negara (economic
well-being).
Berkaitan dengan itu, inisiasi AMF oleh Indonesia dilihat oleh
penulis tidak terlepas dari upaya menjaga dan mencapai kepentingan
nasional Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan dua hal di
atas. Hal itu mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar
di kawasan dengan jumlah 17.508 pulau, garis pantai terbentang
hingga 54.716 kilometer dan luas wilayah mencapai 1,9 juta mil persegi
(DPR RI, 2014), serta dengan posisi yang strategis sebagai jalur
perdagangan dan pelayaran internasional. Pada saat yang sama,
dengan luas laut yang menyimpan keanekaragaman hayati yang
melimpah serta potensi perekonomian yang besar, Indonesia
dihadapkan pada sejumlah ancaman keamanan maritim, seperti ille-
gal fishing, terorisme di laut, penyelundupan senjata, penyelundupan
narkotika, penyelundupan manusia, pembajakan dan perompakan,
serta ancaman-ancaman keamanan maritim lainnya.
Oleh karena itu, inisiasi dan pembentukan AMF perlu dilihat
tidak lain sebagai upaya Indonesia mengamankan teritorial laut dan
potensi ekonomi maritimnya melalui forum dialog antar negara.
Asumsi itu seolah dipertegas dengan pencapaian Indonesia ketika
menjadi Ketua ASEAN 2011. Saat itu, Indonesia mendorong perlunya
penguatan kerja sama AMF dengan memperluas keanggotaan AMF
atau Expanded AMF (EAMF). EAMF merupakan usulan dengan
mengikutsertakan negara non-ASEAN. Dalam hal ini adalah negara
Mitra Wicara ASEAN yang merupakan anggota East Asian Summit
(EAS), meliputi Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, India, Jepang,
Korea Selatan, Rusia, dan Selandia Baru. Usulan Indonesia itu
kemudian ditindaklanjuti dengan digelarnya EAMF pertama pada
tahun 2012 back to back dengan pelaksanaan AMF.
Hingga tulisan ini diselesaikan (pertengahan Desember 2018),
AMF telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali dan EAMF sebanyak
lima kali. Dalam kaitannya dengan itu, selama delapan tahun per-
jalanan AMF, di mana Indonesia menjadi inisiator pembentukannya,
tulisan ini berusaha mengkaji terkait kepentingan nasional Indo-
nesia yang berhasil dicapai melalui AMF/EAMF.
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Pencapaian Kepentingan Indonesia dalam AMF
AMF ke-1 Tahun 2010
Pelaksanaan AMF ke-1 pada 28-29 Juli 2010 di Surabaya menjadi
starting point lahirnya forum dialog negara-negara ASEAN yang
berorientasi pada upaya memberikan nilai tambah bagi pemajuan
kerja sama maritim di kawasan. Menurut buku Diplomasi Indonesia
2010 yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri (2011), pembentukan
AMF merupakan upaya Indonesia untuk mengembangkan pem-
bahasan isu maritim secara komprehensif di ASEAN. Menurut Wakil
Menteri Luar Negeri Indonesia Triyono Wibowo (2010), keberhasilan
Indonesia menyelenggarakan AMF sebagaimana telah ditetapkan
dalam Blueprint Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, “ini
merupakan pengakuan atas upaya Indonesia untuk mencari dan
merumuskan modalitas dalam mendefinisikan kerja sama ASEAN
dan kerja sama di bidang maritim yang terkait.”
Agenda yang dibahas dalam AMF ke-1 ini adalah serangkaian
masalah terkait maritim, khususnya konektivitas maritim. Konektivitas
maritim menjadi penting, karena menurut Wibowo (2010), 80 persen
wilayah Asia Tenggara adalah wilayah lautan di mana hidup lebih
dari 60 persen masyarakat yang mengandalkan sektor perikanan
sebagai tulang punggung perekonomian mereka. Karenanya, untuk
menjamin keberlangsungan kehidupan ekonomi mereka, maka
konektivitas maritim antar negara ASEAN perlu ditingkatkan.
AMF ke-2 Tahun 2011
Pertemuan ke-2 AMF dilaksanakan di Pattaya, Thailand pada
17-19 Agustus 2011. Hasil dari pertemuan AMF tahun 2011 adalah
adanya usulan untuk lebih memperluas keanggotaan AMF menjadi
EAMF, yang dilaksanakan sejalan dengan pertemuan AMF dengan
mengikutsertakan negara non-ASEAN dalam dialog tentang isu
maritim di kawasan. Perlu dicatat bahwa usulan perluasan keanggotaan
AMF yang melibatkan negara-negara mitra wicara ASEAN berasal
dari Indonesia. Pada saat itu, Indonesia dalam posisinya sebagai Ketua
ASEAN mendorong perlunya pembahasan tentang isu keamanan
maritim yang perlu melibatkan negara-negara mitra lain. Karena
itu, salah satu capaian Indonesia selama menjadi Ketua ASEAN 2011
adalah penguatan kerja sama AMF, termasuk dalam bidang kejahatan
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transnasional yang berkaitan dengan maritim dan penanganan
perompakan dan perampokan bersenjata (Oratmagun, 2012).
Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (dalam Tab-
loid Diplomasi, 2011), “Indonesia senantiasa menekankan bahwa
isu maritim perlu dipandang sebagai suatu potensi kerja sama
daripada sebagai suatu isu yang penuh dengan konflik atau
pertentangan. Ini tentunya diharapkan akan mengarah pada suatu
proses unifying ASEAN rather than dividing ASEAN.” Perihal
tersebut, ditambahkan oleh Natalegawa, bahwa salah satu mekanisme
yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan secara maksimal
mekanisme AMF serta pemikiran awal untuk memperluasnya
menjadi suatu Expanded AMF.
AMF ke-3 Tahun 2012
Pertemuan ke-3 AMF digelar di Filipina pada 3-4 Oktober 2012.
Adapun pertemuan EAMF sebagaimana usulan Indonesia juga
pertama kali digelar pada tahun 2012 bertepatan sehari setelah
pelaksanaan AMF ke-3. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara
ASEAN mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait berbagai
isu dan kerja sama keamanan maritim, mencakup upaya menjaga
kebebasan dan keselamatan navigasi dan ancaman perompak. Selain
itu, terkait dengan perlindungan lingkungan laut serta promosi
eko-turisme (ASEAN, 2012a).
Dalam pertemuan AMF ini, kepentingan Indonesia yang berhasil
diakomodir adalah terkait tiga hal (Inayati, 2018 dalam Khanisa
dan Farhana, 2018). Pertama, perlunya dibentuk mekanisme information
sharing di ASEAN. Kedua, kerja sama pemberantasan IUU Fishing.
Ketiga, perlunya pemahaman perbedaan rezim hukum piracy on high
seas and armed robbery against ship, terutama terkait yurisdiksi peng-
amanan Selat Malaka sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE) Indonesia.
Adapun dalam EAMF yang pertama kali digelar, diskusi difokus-
kan pada relevansi konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 dalam
konteks saat ini, konektivitas maritim, pembaharuan infrastruktur
dan perlengkapan di laut, pelatihan terhadap nelayan, serta
perlindungan terhadap ekosistem laut (ASEAN, 2012b). Isu yang
juga mengemuka adalah terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan
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(LTS) yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara dengan
Tiongkok. Terkait isu LTS, Indonesia selama ini adalah negara yang
menegaskan dirinya sebagai honest broker, penengah yang tidak
berpihak. Bahkan menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa
(dalam Jingya, 2012), ada lingkaran setan trust dan distrust antara
negara-negara ASEAN. Karena itu, Indonesia terus mendorong
perlunya negara-negara ASEAN untuk meninggalkan “negative as-
sumption” serta pentingnya Code of Conduct LTS.
AMF ke-4 Tahun 2013
AMF ke-4 digelar pada 2-3 Oktober 2013 di Kuala Lumpur, Ma-
laysia sekaligus EAMF ke-2. Dalam pertemuan tersebut, para
perwakilan negara-negara ASEAN mendiskusikan mengenai upaya
membangun kepercayaan (to build trust) serta bagaimana bekerja
sama secara lebih efektif dalam berbagai persoalan di laut. Kemudian,
forum EAMF membahas kerja sama maritim, kebebasan navigasi,
penegakan hukum dan militer di laut, prioritas ASEAN dan negara
mitra wicara serta agenda masa depan dari kerja sama EAMF
(Thayer, 2014).
Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran penulis pada
berbagai website resmi di antaranya Kementerian Luar Negeri,
Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, Sekretariat Nasional ASEAN
Malaysia, ASEAN, dan beberapa website pemerintah Malaysia, peneliti
tidak menemukan data dan informasi yang lebih mendalam terkait
pelaksanaan AMF di Malaysia, termasuk data dan informasi terkait
usulan/inisiasi Indonesia di forum tersebut. Hal tersebut disadari
penulis sebagai keterbatasan tulisan ini.
AMF ke-5 Tahun 2014
Pelaksanaan pertemuan ke-5 AMF digelar di Da Nang Vietnam
pada tahun 2014. Indonesia dapat menginisiasi pembentukan ASEAN
Coast Guard Forum (ACGF) sebagai forum di bidang keamanan maritim
(Kementerian Luar Negeri RI, 2016). Prakarsa Indonesia tersebut
ditindaklanjuti dengan digelarnya pertemuan Experts’ Group Meeting
(EGM) on the ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) di Manila, Filipina
pada Agustus 2015. Meskipun pembentukan forum yang memfasilitasi
dialog khusus mengenai keamanan maritim di antara para coast guard
ASEAN ini pada dasarnya dapat diterima oleh negara ASEAN
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lainnya, namun demikian negara-negara ASEAN sepakat untuk
membahas lebih lanjut Term of Reference ACGF (Kementerian Luar
Negeri RI, 2016).
Menurut Kementerian Luar Negeri RI (2016) dalam Laporan Kinerja
Tahun 2015, meskipun ide pembentukan ACGF diterima oleh negara
ASEAN lainnya, namun ToR ACGF belum mencapai titik finalnya
karena alotnya pembahasan yang memuat elemen-elemen yang
diusulkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Untuk itu, Indo-
nesia ke depan mendorong pembentukan ACGF sebagai mekanisme
information sharing di tingkat regional yang komprehensif dan
terstruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
dan penegakan hukum di laut, yang dalam konteks Indonesia
tugas-tugas tersebut yang dilaksanakan oleh Bakamla dan instansi
terkait lainnya.
AMF ke-6 Tahun 2015
Pertemuan ke-6 AMF dan ke-4 EAMF dilaksanakan kembali di
Indonesia pada 8-11 September 2015 dengan berlokasi di Manado,
Sulawesi Utara. Dalam forum tersebut Indonesia mengangkat
pentingnya penanggulangan isu Illegal, Unregulated, Unreported (IUU)
Fishing. Indonesia mengusulkan perlunya pengembangan pengaturan
regional terkait penanggulangan IUU Fishing dan menggalang
dukungan mengenai isu tersebut (Amrullah, 2016). Bagi Indonesia,
pembahasan dan perhatian negara-negara ASEAN terkait IUU Fishing
ini dianggap penting karena dipandang mengancam keberlangsungan
lingkungan laut, sumber daya pangan, keamanan, dan kedaulatan.
Apalagi Indonesia merupakan negara produsen ikan terbesar
pertama di kawasan Asia Tenggara.
Produksi ikan Indonesia bisa mencapai 5,4 juta ton setiap tahun,
yang sekaligus menyumbang sekitar 11 persen dari total seluruh
produksi ikan di kawasan Asia Pasifik di mana sejak 2006 kawasan
ini menyumbang produksi ikan dunia sebesar 50 persen (Amri, 2016).
Karena itu, menurut Chaniago (2016), Indonesia memandang IUU
Fishing sebagai kejahatan serius yang harus diperangi bersama. Setiap
tahun Indonesia mengalami kerugian hingga 20 triliun akibat
tindakan penangkapan ikan secara ilegal ini. Tidak hanya itu,
tindakan ini juga disebut berkaitan dengan berbagai tindak kejahatan
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luar biasa yang terorganisir dan bersifat lintas batas negara, seperti
perdagangan dan penyelundupan manusia, perbudakan, serta
perdagangan gelap narkoba dan senjata.
Sayangnya, usulan Indonesia mengenai perlunya pembentukan
instrumen mengikat dalam upaya menangani IUU Fishing tidak
sepenuhnya memperoleh dukungan negara-negara anggota ASEAN.
Akibatnya, Indonesia memutuskan untuk berupaya mendorong
pembentukan instrumen yang mengikat mengenai IUU Fishing di
luar mekanisme ASEAN. Meskipun isu IUU Fishing dianggap urgen
dan mendesak bagi Indonesia, faktanya, usulan untuk lahirnya
peraturan hukum di ASEAN yang bersifat mengikat belum mem-
peroleh dukungan semua negara ASEAN.
Bagi negara-negara ASEAN lainnya, hadirnya berbagai frame-
work ASEAN dalam menangani masalah IUU Fishing dianggap sudah
cukup sebagai bentuk komitmen terhadap permasalahan ini.
Pernyataan “sudah cukup” didasarkan pada dokumen pernyataan
bersama pada ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) di Laos pada
24 Juli 2016. “We noted with satisfaction that there are initiatives taken by
ASEAN-led mechanisms to discuss and address the challenges of IUU Fishing”
(ASEAN, 2016).
AMF ke-7 Tahun 2017
Pertemuan ke-7 AMF dan ke-5 EAMF sedianya akan dilaksana-
kan di Brunei Darussalam pada tahun 2016. Namun, hingga akhir
2016, AMF tidak dilaksanakan (ditunda) tanpa penjelasan lebih lanjut
dari Brunei maupun dari ASEAN terkait alasan penundaan atau
pembatalan dari pertemuan tersebut. Selanjutnya, karena tidak ada
negara ASEAN yang bersedia menjadi tuan rumah, maka berdasarkan
concept paper AMF dan guna menghindari tertundanya kembali
pertemuan AMF, pertemuan ke-7 AMF digelar di Sekretariat ASEAN,
Jakarta pada 6-7 Desember 2017.
Dalam pertemuan ke-7 AMF dan ke-5 EAMF 2017 tersebut,
membahas antara lain tentang agenda pemajuan kerja sama maritim
di bidang safety, seperti upaya mengurangi insiden di laut dan kerja
sama SAR serta di bidang security seperti isu perompakan, IUU fishing,
perdagangan manusia dan kejahatan perikanan. Pertemuan juga
membahas isu-isu perlindungan lingkungan hidup, seperti
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penanggulangan sampah plastik di laut, polusi laut dan pengelolaan
kawasan pantai (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2017).
Beberapa isu penting usulan Indonesia yang dibahas, seperti IUU
Fishing, crimes in fisheries, sea piracy, armed robbery at sea, dan stabilitas
di Laut Tiongkok Selatan (Kementerian Luar Negeri RI, 2018a).
Dalam pertemuan AMF dan EAMF tersebut, Indonesia
menyampaikan beberapa rekomendasi penting yang semuanya dapat
diterima oleh negara-negara anggota. Beberapa poin rekomendasi
tersebut, sebagaimana dirangkum dari Laporan Kinerja Kemlu RI Tahun
2017 (Kementerian Luar Negeri RI, 2018b) adalah sebagai berikut:
pentingnya menghadapi berbagai tantangan maritim lebih
komprehensif; pentingnya penguatan sinergi kerja sama maritim
di ASEAN; perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai pentingnya
sectoral body tersendiri yang menangani mengenai kerja sama maritim
di ASEAN; perlunya guidelines kerja sama maritim di kawasan;
hingga perlunya mempertimbangkan pembentukan special desk yang
menangani isu kerja sama maritim di Sekretariat ASEAN.
Secara sederhana, pencapaian dan atau usulan/inisiasi Indonesia
selama pertemuan AMF pertama tahun 2010 hingga ketujuh tahun
2017 dapat disederhanakan pada Tabel 1 berikut,
Tabel 1. Pencapaian/Usulan Indonesia di AMF
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Kepentingan Indonesia vs Problem AMF
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa inisiasi AMF merupakan
upaya Indonesia untuk mengembangkan pembahasan isu maritim
secara komprehensif. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari konteks
Indonesia yang sangat berkepentingan terkait berbagai isu kema-
ritiman. Namun meskipun diinisiasi oleh Indonesia, dapat dikatakan
pula bahwa AMF belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen bagi
pencapaian kepentingan nasional Indonesia.
Isu terkait IUU Fishing, misalnya, yang menjadi fokus perhatian
Indonesia sehingga mendorong perlunya instrumen regional
ASEAN terutama saat AMF ke-6 di Manado belum mendapat dukungan
sepenuhnya negara-negara Asia Tenggara. Adanya perbedaan
kepentingan dan perbedaan pemahaman yang mendasar antar negara
mengenai IUU Fishing menjadi alasan beberapa negara menolak secara
terang-terangan usulan Indonesia. Bagi mereka, ada kekhawatiran
tersendiri jika adanya instrumen regional terkait pemberantasan
IUU Fishing justru berdampak negatif terhadap perekonomian
mereka (Yusilawati dan Chaniago, 2016). Sebab, dalam kasus IUU
Fishing terutama yang terjadi di perairan Indonesia, pelakunya banyak
melibatkan kapal dari negara tetangga Indonesia: Malaysia, Filipina,
Thailand, dan Vietnam (Septaria, 2016).
Tidak hanya itu, masalah lain adalah karena adanya perbedaan
pandangan terkait illegal fishing apakah sebagai kejahatan atau tidak.
Padahal, laporan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC),
sebagaimana dikutip (Yusilawati dan Chaniago, 2016), dengan tegas
menyebut bahwa IUU Fishing tidak hanya merupakan sebuah keja-
hatan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan rantai kejahatan
kegiatan kelompok kejahatan transnasional, seperti pencucian uang,
korupsi, perdagangan manusia dan narkoba, serta penyelundupan
pekerja.
Kemudian, terselenggaranya AMF ke-7 tahun 2017 di Sekretariat
ASEAN akibat Brunei tidak menyelenggarakan AMF tahun 2016
dan tidak ada negara lain yang bersedia untuk itu. Sehingga dengan
dukungan Filipina, atau disebut Indonesia dan Filipina sebagai tuan
rumah bersama, setidaknya menunjukkan bahwa negara-negara
ASEAN tidak sepenuhnya berkomitmen penuh dalam AMF serta
AMF tidak sepenuhnya menjadi agenda yang menjadi fokus perhatian
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negara-negara ASEAN. Menurut Muhibat (2017), kasus tersebut
seolah memberi indikasi terkait masa depan AMF/EAMF yang berada
dalam ketidakpastian (uncertainty).
Muhibat (2017) dalam analisisnya bahwa mengajukan
pertanyaan retoris bahwa, apakah hal tersebut menunjukkan hanya
ada dua negara, yakni Indonesia dan Filipina yang sangat bersemangat
untuk hadirnya forum maritim di kawasan? Alasannya sederhana,
karena keduanya yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah
pulau yang banyak (Indonesia sebanyak 17.504 dan Filipina sebanyak
7.107 pulau) sehingga punya kepentingan strategis terhadap
berbagai isu maritim. Apalagi ASEAN telah memiliki 11 mekanisme
kerja sama maritim lain yang mencakup mulai dari aspek pertahanan,
perlindungan terhadap kejahatan transnasional, transportasi,
perikanan, pariwisata, hingga ekosistem maritim (www.india.com,
2014) Kemudian, sedikitnya ada 10 kelompok isu maritim telah dibahas
pada 12 badan sektoral ASEAN (Amrullah, 2016).
Hal itu diakui pula oleh Kementerian Luar Negeri (dalam
Amrullah, 2016) bahwa tujuan AMF untuk menyinergikan berbagai
kerja sama maritim di ASEAN belum sepenuhnya tercapai. Dalam
AMF, belum semua perwakilan dari badan sektoral ASEAN dapat
hadir, dan tidak semua delegasi dari masing-masing negara anggota
ASEAN mewakili badan sektoralnya. Kenyataan ini ini tidak terlepas
pula dari bentuk organisasional AMF yang hanya sebatas wadah atau
forum untuk berdialog bersama dan karenanya AMF tidak memiliki
kekuatan yang mengikat dan memaksa negara-negara anggota.
Hal lain yang kiranya penting untuk dicermati adalah hingga
penelitian ini ditulis pada Desember 2018, AMF ke-8 tahun 2018
belum digelar. Jika merujuk pada Joint Communique 33nd ASEAN Sum-
mit 2018 dan Joint Communique 51st ASEAN Foreign Ministers’ Meeting
di Singapura pada 2 Agustus 2018, Filipina akan menjadi tuan rumah
pelaksanaan AMF ke-8 dan EAMF ke-6 tahun 2018. Namun, hingga
naskah ini selesai ditulis Filipina belum menggelarnya. Karena itu,
bagi peneliti, hal ini memunculkan pertanyaan, mungkinkah AMF
ke-8 kembali akan tertunda? Jika hal itu terjadi, maka komitmen
negara-negara ASEAN dalam AMF kiranya perlu dikaji lebih lanjut.
Sekaligus dapat menunjukkan bahwa AMF mungkin tidak
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dipandang sebagai forum yang strategis di kawasan oleh negara-
negara ASEAN lainnya karena hanya sebatas sebagai wadah dia-
log konstruktif tanpa memiliki kekuatan mengikat.
Penutup
Sebagai forum dialog terkait berbagai isu keamanan maritim di
kawasan yang diprakarsai oleh Indonesia, AMF sesungguhnya dapat
menjadi salah satu instrumen pencapaian kepentingan nasional In-
donesia. Namun, meski pembentukan AMF tidak terlepas dari aspirasi
Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghadapi berbagai
ancaman keamanan maritim, pencapaian kepentingan nasional
dalam AMF belum sepenuhnya dapat tercapai, terutama berkaitan
dengan isu IUU Fishing. Usulan Indonesia tentang perlunya
mekanisme regional pemberantasan IUU Fishing belum mendapat
dukungan negara-negara ASEAN lainnya.
Selain itu, AMF memiliki dinamika sendiri yang menunjukkan
kurangnya kebulatan komitmen beberapa negara ASEAN sehingga
tujuan AMF untuk menyinergikan berbagai kerja sama maritim di
ASEAN belum sepenuhnya tercapai. Padahal, eksistensi AMF menjadi
sangat penting bagi Indonesia, terutama di tengah perhatian Indo-
nesia untuk mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).
Upaya perwujudan visi PMD membutuhkan ruang atau wadah bagi
Indonesia untuk mengartikulasikan kepentingan kemaritimannya.
Karena itu, keberadaan dan capaian-capaian Indonesia dalam AMF
sejatinya penting bagi upaya merealisasikan visi PMD.
Referensi
Amri, A. A. (2016). Maritime Security Challenges in Southeast Asia: Analysis
of International and Regional Legal Frameworks, Doctor of Philoso-
phy thesis, School of Law, University of Wollongong.
Amrullah, D. Y. (2016). “ASEAN Maritime Forum dan Sinergi
Penguatan Kerja Sama Maritim di ASEAN”. Masyarakat ASEAN.
Edisi 14/Desember 2016.
ASEAN. (2012a). “Chairman’s Statement, 3rd ASEAN Maritime Forum”,
dalam https://asean.org/chairman-s-statement-3rd-asean-mari-
time-forum/ (diakses pada 5/12/2018).
145
Saiman, dkk.
ASEAN. (2012b). “Chairman’s Statement, 1st Expanded ASEAN Maritime
Forum Manila,” dalam https://asean.org/1st-expanded-asean-mari-
time-forum-manila/ (diakses pada 7/12/2018).
ASEAN. (2016). Joint Communiqué of the 49th ASEAN Foreign Ministers’
Meeting, “Turning Vision Into Reality For A Dynamic ASEAN Community”.
Vientiane, LAO PDR, 24 July 2016.
ASEAN. (2018). “Joint Communique 51st ASEAN Foreign Ministers’ Meeting,
Singapore, 2 August 2018", dalam https://asean.org/storage/2017/08/
51st-AMM-Joint-Communique-Final.pdf (diakses pada 11/12/
2018).
Chaniago, R. J. (2016). “Testing The Water Penguatan Kerja Sama
Penanganan IUU Fishing Melalui ASEAN Regional Forum (ARF)”.
Masyarakat ASEAN. Edisi 14/Desember 2016.
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI. (2017). “Indonesia
Pimpin Penguatan Kerja Sama Maritim di Kawasan”, dalam
http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/indonesia-pimpin-
penguatan-kerja-sama-maritim-di-kawasan (diakses pada 5/12/
2018)
DPR RI. (2014). “Kembali ke Laut, Pilihan Logis”. Parlementaria,
Majalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Edisi
119 Th. XLIV..
Holsti, K. J. (1987). Politik Internasional, Kerangka Analisa. Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya
Inayati, R. S. (2018). “Kerja Sama Maritim ASEAN di Bidang Politik
Keamanan”, dalam Khanisa dan Farhana, F. (2018). Keamanan
Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia. Jakarta:
LIPI Press.
Jingya, M. (2012). “ASEAN maritime forum in Manila to tune into com-
mon interest?,” dalam http://english.sina.com/world/2012/0918/
508085.html (diakses pada 7/11/2018).
Kementerian Luar Negeri RI. (2011). Diplomasi Indonesia 2010. Jakarta:
Kementerian Luar Negeri RI.
Kementerian Luar Negeri RI. (2016). Buku II Informasi Kinerja Laporan
Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015. Jakarta: Kementerian
Luar Negeri RI.
146
Eksistensi Negara dalam Dinamika Sosial Politik Abad 21
Kementerian Luar Negeri RI. (2018). Laporan Kinerja Buku II-Tahun 2017
Matriks Informasi Kinerja. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
Kementerian Luar Negeri RI. (2018). Laporan Kinerja Tahun 2017.
Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
Muhibat, S. F. (2017). “AMF and EAMF: A Uncertain Future?,” RSIS
Commentary No. 111-2 Juni.





Septaria, E. (2016). “IUU Fishing In Indonesia, Are Asean Member
States Responsible For?”. International Journal of Business, Econom-
ics and Law, Vol. 11, Issue 4 (Dec.): 76-85.
Tabloid Diplomasi. (2011). “Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri
Luar Negeri ASEAN pada KTT ke-20 ASEAN”, dalam http://
www.tabloiddiplomasi.org/rangkaian-pertemuan-tingkat-
menteri-luar-negeri-asean-pada-ktt-ke-20-asean/ (diakses pada 3/
12/2018).




Wibowo, T. (2010). “ASEAN Maritime Forum Akan Dapat Mengatasi




Yusilawati, D. dan Chaniago, R. J. (2016). “Menciptakan Kawasan
Bebas IUU Fishing di ASEAN”. Masyarakat ASEAN, Edisi 12/
Juni 2016
204
Eksistensi Negara dalam Dinamika Sosial Politik Abad 21
Biodata Penulis
Achmad Apriyanto Romadhon, M.Si., adalah dosen Prodi Ilmu
Pemerintahan FISIP UMM. Menyelesaikan S1-nya di Prodi Ilmu
Pemerintahan FISIP UMM Universitas Muhammadiyah Malang,
dan S2 di Prodi Sosiologi Pasca Sarjana UMM. Hingga saat ini aktif
menulis artikel dan jurnal yang berkaitan dengan sosiologi politik.
Ali Roziqin, MPA, adalah dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP
UMM. Menyelesaikan S1 nya di Universitas Diponegoro, dan S2 di
Program Magister Ilmu Politik UGM. Hingga saat ini aktif menulis
artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
Dr. Asep Nurjaman, M.Si., dosen yang mengajar di Prodi Ilmu
Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang ini memperoleh
gelar doktornya dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mantan
dekan FISIP UMM periode 2013-2017 aktif menulis buku. Sejumlah
karya ilmiahnya pun telah dipublikasikan melalui jurnal nasional
maupun internasional. Beberapa judul buku karyanya yang telah
diterbitkan antara lain  Pola Hubungan Partai Dan Pemilih Di Tengah
Memudarnya Politik Aliran dan buku berjudul Ketidakstabilan Sistem
Kepartaian dan Kehancuran Politik Aliran.
Awan Setia Dharmawan, M.Si., adalah dosen Prodi Sosiologi FISIP
UMM. Menyelesaikan S1-nya di Prodi Sosiologi FISIP UMM Universitas
Muhammadiyah Malang, S2 Prodi Sosiologi Pasca Sarjana UMM.
205
Saiman, dkk.
Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang berkaitan
dengan sosiologi lingkungan.
Dedik Fitra Suhermanto, S.IP, M.Hub.Int., adalah pengajar pada
Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM). Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi
Hubungan Internasional FISIP UMM dan program S-2 diselesaikan
pada Program Magister HI FISIP Universitas Airlangga (Unair)
Surabaya. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang
berkaitan dengan politik hukum internasional dan isu keamanan
maritim di Asia Tenggara.
Demeiati Nur Kusumaningrum, M.A., adalah pengajar pada Prodi
Hubungan Internasional  FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
(UMM). Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Hubungan
Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan program
S-2 diselesaikan pada Program Magister HI UGM. Hingga saat ini
aktif menulis artikel, jurnal dan buku tentang ekonomi politik
internasional dan isu-isu internasional-domestik (intermestik).
Dr. Dyah Estu Kurniawati, S.Sos, M.Si., adalah dosen Prodi
Hubungan Internasional FISIP UMM. Menyelesaikan S1-nya di
Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Jember, S2 Program
Magister Ilmu Politik UGM, tahun 2009, dan studi doktoralnya di
Jurusan Ilmu Politik UGM, tahun 2018. Hingga saat ini aktif menulis
artikel, jurnal dan buku tentang isu-isu internasional-domestik
(intermestik) baik pada level nasional maupun internasional.
Hafid Adim Pradana, M.A., adalah pengajar pada Prodi Hubungan
Internasional  FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Hubungan Interna-
sional FISIP UMM tahun 2011 dan program S-2 diselesaikan pada
Program Magister HI UGM tahun 2014. Hingga saat ini aktif menulis
artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan politik luar negeri
Indonesia dan hubungan internasional di Kawasan Eropa.
206
Eksistensi Negara dalam Dinamika Sosial Politik Abad 21
Heavy Nala Estriani, S.IP, M.Hub.Int., adalah pengajar pada Prodi
Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
(UMM). Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Hubungan
Internasional FISIP UMM dan program S-2 diselesaikan pada Pro-
gram Magister HI FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal yang berkaitan
dengan politik di kawasan Timur Tengah.
Iradhat Taqwa Sihidi, M.A., adalah dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
FISIP UMM. Menyelesaikan S1-nya di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP
UMM Universitas Muhammadiyah Malang, dan S2 di Program Magis-
ter Ilmu Politik UGM. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal
yang berkaitan dengan politik kontemporer dan Hak Asasi Manusia.
Moch. Aan Sugiharto, S.Sos, M.Si., adalah dosen Prodi Sosiologi
FISIP UMM. Menyelesaikan S2-nya di Program Magister Sosiologi
Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Pernah bekerja sebagai tim
redaksi Jawa Pos. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal.
Najamuddin Khairur Rijal, S.IP, M.Hub.Int., adalah pengajar pada Prodi
Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
(UMM). Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Hubungan
Internasional FISIP UMM tahun 2013 dan program S-2 diselesaikan
pada Program Magister HI FISIP Universitas Airlangga (Unair)
Surabaya tahun 2015. Hingga saat ini aktif menulis artikel dan jurnal
yang berkaitan dengan dinamika politik di Asia Tenggara.
Dr. Saiman, M.Si., adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
(FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 1991.
Menyelesaikan S1 di jurusan Hubungan Internasional tahun 1990
di Universitas Hasanuddin Makassar dan S2 bidang Administrasi
Pembangunan dan Lingkungan.
Sugeng Winarno, M.A, adalah dosen di Prodi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah
207
Saiman, dkk.
Malang. Menyelesaikan pendidikan sarjana di FISIP UMM dan pro-
gram S-2 diselesaikan di Curtin University of Technology. Hingga saat
ini aktif menulis artikel, jurnal dan buku tentang isu-isu sosial dan
politik kontemporer baik pada level nasional maupun internasional.
